PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR > TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA
LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa sebagai implementasi terhadap pembagian urusan
pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah
provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah
telah ditetapkan struktur Organisasi dan Tatakerja Lembaga
Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Dacrah Pada Pemerintah
Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun
2013;

bahwa guna menyesuaikan kembali dengan pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan
organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kembali
susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut
di atas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar
penyelenggaraan pemerintahan, permbangunan dan
pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal
dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja
Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada
Permnerintah Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688),



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4660 );

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia Provinsi dan Kabupaten /Kota;

I8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011

tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Secbagai
Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi
Lampung {Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 344) sebagaimauna telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga
Lam Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 390);

22, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menetapkan

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN
SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 344} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah
Provinsi Lampung {Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 390), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang seclanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan  dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh dari
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa,dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewsajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang
menugaskan.

9. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah
Provinsi Lampung.

10. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Lampung.

12. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

13. Badan Perwakilan adalah Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung di Jakarta.

14. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia Provinsi Lampung.

o o
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Sekretariat Komisi Penyiaran adalah Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah Provinsi Lampung;

Kepala Lembaga Lain adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan,
Kepala Sekretariat dan Sekretaris pada Lembaga Lain sebagai bagian dari
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah berbentuk
Sekretariat pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah masing-masing.
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung
selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang
sudah ada.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya
disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
pengadaan langsung.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjuinya disebut PPTK adalah
pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah
Kelompok Kerja yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
sertifikasi keahlian.

Sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda
bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan  barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa  Konsultasi/Jasa
Lamnya.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok
kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang/jasa.
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E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang
meliputi pelelangan umum secara clektronik yang diselenggarakan oleh
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran sclanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau
ditetapkan oleh Gubernur untuk menggunakan APBD.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan {skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas,
gagasan orisinal, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya discbut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana swakelola.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semmua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Pelclangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,-
(ima miliar rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi untuk  pekerjaan yang  bernilai  paling  tinggi
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
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47. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan barang/jasa langsung kepada
penyedia Barang/Jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/ penunjukan
langsung.

48. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIII A
yang terdiri dari Pasal 38A, Pasal 38B dan Pasal 38C, schingga BAB VIII A
berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38A

(1) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah merupakan bagian dari
perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif
pengadaan barang/ jasa Daerah.

(2} Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Unit yang berada dibawah dan  bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah merupakan jabatan
struktural eselon Illa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 38B

(1) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah mempunyai tugas:
a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Provinsi
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam
Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi,

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

f. menjawab sanggahan;
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menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;

. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan
Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Gubemur;

memberikan  pertanggungjawaban atas pelaksanaan  kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

menyusun dan melaksanakan strategi Pangadaan Barang/Jasa di
lingkungan ULP;

.melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem

pengadaan secara elektronik di LPSE;

melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang
telah dilaksanakan; dan

. mengelola sistem informasi menajemen pengadaan yang mencakup

dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa
dan daftar hitam penyedia.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Daerah mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

[+ =T ]

pengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
penyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

penginformasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Provinsi
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan
ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
paseakualifikasi;

pelaksanaan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

penjawab sanggahan;

penyampaian hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;

. penyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

pengusulan perubghan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan
Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

pembuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Gubemur;

. pemberian pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA,;

penyusunan dan pelaksanaan strategi Pangadaan Barang/Jasa di
lingkungan ULP;

. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem

pengadaan secara elektronik di LPSE;

. pelaksanaan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang

telah dilaksanakan; dan

. pengelola sistem informasi menajemen pengadaan yang mencakup

dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa
dan daftar hitam penyedia.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor
Unit Layanan Pengedaan Barang/Jasa Daerah mempunyai kewenangan,
sebagai berikut:

a. menetapkan Dokumen Pengadaan,

b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

c. menetapkan pemenang pelelangan atau penunjukan langsung untuk
paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

d. menetapkan pemenang secleksi atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan  jasa  konsultasi yang  bernilai  paling tinggi
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh mihar rupiah).

e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur untuk penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas
Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) melalui ULP;

f. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang
melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan
pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam; dan

g. memberikan sanksi administartif kepada Penyedia Barang/Jasa yang
melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38C

Susunan Organisasi ULP terdiri dari:

Kepala ULP;

Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan;

Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah;

Pokja Pengadaan Barang;

Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;

Pokja Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi;

Pokja Kena Pengadaan Jasa Lainnya; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢ dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP;

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f
huruf g dan huruf h dipimpin oleh seorang Ketua merangkap sebagai
anggota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala ULP;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP.

S E@ o0 8o op

Bagan Organisast Unit Layanan Pengedaan Barang/Jasa Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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3. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, Sehingga Pasal 40 selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Badan Perwakilan
Pemerintah Provinsi di Jakarta merupakan Jabatan Struktural Eselon Ila.

(2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Jabatan
Struktural Eselon Iib.

(3) Sekretaris Pelaksana Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Kepala Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon 1lla.

(3a)Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
merupakan Jabatan Struktural Eselon 11ib.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan
Jabatan Struktural Eselon IVa,

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 8 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 -3 - 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR ..2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Reformasi birokrasi di bidang kelembagaan baik pada pemerintah pusat
maupun pemerintah dacrah merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat
mewujudkan organisasi modern yang ditandai dengan tertatanya organisasi yang
tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing), ketegasan fungsi lini dan staf, banyak
menggunakan jabatan fungsional, rentang kendali yang tepat, serta pelaksanaan
tugas dan fungsi yang efisien dan efektif.

Pada tataran pemerintah daerah, reformasi birokrasi di bidang
kelembagaan membawa perubahan yang cukup signifikan antara lain kriteria
besaran struktur organisasi yang didasarkan pada beban kerja; pewadahan
urusan pemerintahan dalam bentuk dinas; pewadahan fungsi-fungsi penunjang
dalam bentuk badan; pewadahan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam
unit pelaksana daerah dan lain sebagainya.

Perubahan tersebut didasarkan pada kerangka teoriis bahwa dalam
mendesain suatu organisasi terdapat 5 (lilma) elemen dasar : 1. Strategic Apec,
yaitu Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pimpinan puncak pembuat dan
pengambil keputusan /kebijakan; 2. Middle Line, yaitu Sekretariat Daerah sebagai
koordinator dan penghubung antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan satuan
kerja perangkat daerah; 3. Operating Core, yaitu Dinas Daerah sebagai satuan
kerja perangkat daerah {SKPD) yang melaksanakan tugas teknis operasional; 4.
Technostructure, yaitu Badan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) yang melaksanakan tugas pengkajian, analisa dan standarisasi; dan 5.
Supporting Staf, yaitu unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah (SKPD).



Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, unit pelaksana daerah dan

lembaga lain.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan
daerah, yaitu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri
dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan penyelenggaraan
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dimaksudkan
dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
(KISS) antar daerah dan antar sektor, sehingga dalam penataan organisasi
perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma,
yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman,

bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Dalamm penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-
prinsip organisasi, antara lain visi, misi dan sasaran strategis yang jelas,
pelembagaan fungsi staf, fungsi lini dan fungsi pendukung secara tegas, efisiensi

dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Taliun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
Perangkat Derah Provinsi Lainpung, sebagai implementasi berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi
kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan
otonomi daerah pada wumumnya dan khususnya perubahan dari sisi



kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis
kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan
sebagaimana tersebut di atas guna menyesuaikan dengan perkembangan,
kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggl, maka perlu untuk meninjau kembali Susunan Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi
Lampung.

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 38A
Cukup jelas
Pasal 38B
Cukup jelas
Pasal 38C
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasgal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR

--------



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN V1l : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA NOMOR : é -8 _TAHUN 2014
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL: 2014
KEPALA
ULP
1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI DAN SUB BAGIAN
FASILITASI PENYELESAIAN TATA USAHA
PENGADAAN SANGGAH
POKJA-POKJA
1 POKJA PENGADAAN BARANG
2 POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI

3 POKJA PENGADAAN PEKER.JAAN JASA
Eelompok Jabatan KONSULTASI
Fungsilonai

s

| POKJA PENGADAAN JASA LAINNYA

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO MECARDO
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3. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, Sehingga Pasal 40 selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Badan Perwakilan
Pemerintah Provinsi di Jakarta merupakan Jabatan Struktural Eselon 1la.

(2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Jabatan
Struktural Eselon lb.

(3) Sekretaris Pelaksana Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Kepala Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa.

(3a}Kepala Bagian pada Sckretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan
Jabatan Struktural Esclon IVa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini rmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 -8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 -8 - 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya

NIP. 19560617 198503 1 005
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA NOMOR a .8 TAHUN 2014
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL: 2014
KEPALA
ULP
SUB BAGIAR SUB BAGIAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI DAN 8UB BAGIAN
FASILITASI PENYELESAIAN TATA USAHA
PERGADAAN BANGGAH
POKJA-POKJA
1 POKJA PENGADAAN BARANG
2 | POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI
3 POKJA PENGADAAN PEKER.JAAN JASA
Kelompok Jabatan KONSULTAS]
Pungsional -
4 POKJA PENGADAAN JASA LAINNYA

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO
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